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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsistensi ijtihad hakim dalam menangani disparitas putusan 

waris Islam di lingkungan Pengadilan Agama serta menganalisis penerapan perspektif maqashid al-

syariah dalam pertimbangan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-empiris. 

Data primer diperoleh dari putusan perkara waris yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan bahan 

hukum normatif dibatasi pada Kompilasi Hukum Islam yang dianalisis melalui kerangka maqashid al-

syariah. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi pola pertimbangan hakim, 

metode penafsiran hukum, serta faktor-faktor sosiologis yang memengaruhi disparitas putusan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa disparitas putusan hakim tidak semata-mata mencerminkan inkonsistensi 

dalam penerapan hukum, tetapi juga menunjukkan adanya variasi ijtihad hakim antara orientasi tekstual 

dan pendekatan kontekstual berbasis maslahat. Namun demikian, disparitas yang tidak disertai dengan 

justifikasi metodologis yang kuat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, 

penguatan kapasitas metodologis hakim dalam menerapkan Kompilasi Hukum Islam secara konsisten dan 

selaras dengan prinsip maqashid al-syariah menjadi penting guna mewujudkan keadilan substantif dan 

kepastian hukum. 
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PENDAHULUAN 

Hukum waris Islam memegang peranan sentral dalam sistem hukum keluarga di 

Indonesia, terutama di tengah masyarakat Muslim yang secara demografis menjadi 

mayoritas. Dalam sistem hukum nasional, hukum Islam telah diakomodasi dalam bentuk 

regulasi seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang secara eksplisit mengatur tentang 

ketentuan kewarisan menurut syariat Islam.(Basri, 2020) Hukum ini tidak hanya mengatur 

siapa yang berhak atas harta warisan, melainkan juga mengatur tata cara pembagiannya 

secara adil, berdasarkan ketentuan Al-Qur'an, Hadis, ijma’, dan qiyas.(Nursyamsudin, 

2018) Aspek keadilan menjadi pilar utama dalam hukum waris Islam, karena pembagian 
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harta warisan berfungsi tidak hanya untuk mendistribusikan aset material, tetapi juga 

menjaga keharmonisan dan solidaritas keluarga yang ditinggalkan oleh 

pewaris.(Ikhwanudin, 2023) 

Namun demikian, meskipun ketentuan normatif telah ditetapkan, kenyataan di 

lapangan seringkali tidak sejalan dengan semangat keadilan yang diusung oleh hukum 

Islam. Hal ini terlihat dari berbagai permasalahan yang muncul dalam implementasi 

hukum kewarisan, seperti minimnya pemahaman masyarakat terhadap sistem fara'idh, 

kebingungan dalam membedakan antara hibah dan warisan, serta adanya pengaruh budaya 

lokal yang justru kerap kali menjadi sumber konflik dalam pembagian warisan.(Arrizal & 

Novianto, 2023) Dalam banyak kasus, masyarakat masih melakukan pembagian warisan 

saat pewaris masih hidup, padahal dalam hukum Islam hal tersebut tidak termasuk dalam 

kategori warisan melainkan hibah. Konsekuensinya, hak-hak ahli waris yang seharusnya 

dijamin secara syar’i menjadi terabaikan.(Imron & Huda, 2023) 

Fenomena lain yang patut disoroti adalah persepsi masyarakat terhadap keadilan 

dalam hukum waris Islam, terutama terkait isu kesetaraan gender. Meskipun pembagian 

dua banding satu antara laki-laki dan perempuan merupakan ketentuan yang telah 

ditetapkan dalam Al-Qur’an dan memiliki alasan filosofis serta sosial tersendiri, banyak 

kalangan yang masih menganggap ketentuan tersebut sebagai bentuk ketidakadilan 

gender.(Permana, 2018) Hal ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara norma 

hukum yang berlaku dengan nilai-nilai sosial kontemporer yang berkembang, sehingga 

diperlukan interpretasi yang kontekstual dan berorientasi pada maqasid syariah.(Wahyuni, 

2018) 

Dalam sistem peradilan Islam di Indonesia, peran hakim menjadi sangat vital, 

terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan kewarisan yang bersifat kompleks dan 

kontekstual. Hakim tidak hanya menjalankan fungsi sebagai pelaksana hukum secara 

tekstual, tetapi juga dituntut untuk mampu melakukan ijtihad dalam situasi-situasi yang 

belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif maupun KHI.(Ahmadin, 2019) Dalam 

banyak perkara kewarisan, hakim harus menggali nilai-nilai keadilan substantif melalui 

pendekatan istinbat hukum yang tidak hanya bersumber dari nash, tetapi juga 

memperhatikan realitas sosial dan budaya masyarakat tempat perkara itu 

berlangsung.(Rahmadani, 2022) 

Salah satu contoh konkret dari pentingnya ijtihad hakim adalah dalam perkara waris 

yang melibatkan ahli waris berbeda agama. Dalam beberapa kasus, terdapat perbedaan 

pendekatan antara satu pengadilan agama dengan pengadilan agama lainnya.(Eltsany & 

Misbahuzzulam, 2023) Beberapa hakim memilih untuk tetap berpegang pada ketentuan 

bahwa non-Muslim tidak dapat mewarisi dari Muslim, sedangkan hakim lainnya 

mengambil pendekatan kemaslahatan dengan menetapkan wasiat wajibah untuk ahli waris 

non-Muslim. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan keadilan sosial serta relevansi 

maqasid syariah dalam konteks pluralisme agama di Indonesia. (Daud, 2021) 

Fenomena ini menunjukkan adanya disparitas dalam putusan hakim terkait perkara 

kewarisan, khususnya di lingkungan peradilan agama. Disparitas tersebut bukan semata-

mata disebabkan oleh perbedaan pengetahuan hukum,(Supriyadi, 2016) tetapi juga oleh 
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latar belakang sosial, budaya, serta kapasitas ijtihad yang berbeda di antara para hakim. 

Hakim-hakim di daerah dengan kultur tradisional yang kuat mungkin akan lebih 

mempertimbangkan norma adat dalam putusan mereka, sedangkan hakim di wilayah 

perkotaan dengan masyarakat heterogen cenderung mengambil pendekatan yang lebih 

progresif dan inklusif.(Shalehah, 2020)  

Dalam studi sebelumnya, ditemukan bahwa putusan hakim dalam perkara waris di 

Pengadilan Agama Palembang lebih banyak menggunakan pendekatan tekstualis yang 

berorientasi pada keadilan formal, pendekatan yang digunakan lebih fleksibel dengan 

mempertimbangkan kearifan lokal. Sebagai contoh, dalam perkara warisan yang 

melibatkan wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim, terdapat perbedaan yang 

mencolok dalam keputusan hakim. Hal ini memberikan sinyal bahwa tidak ada 

keseragaman dalam praktik peradilan Islam, meskipun dasar hukum dan referensinya 

relatif sama.(Permata & Ali, 2022) 

Perbedaan tersebut tentu menimbulkan pertanyaan mendasar tentang konsistensi 

penerapan hukum waris Islam oleh para hakim di pengadilan agama. Apakah disparitas itu 

mencerminkan kekayaan istinbat hukum yang dinamis, atau justru menunjukkan lemahnya 

integrasi antara prinsip hukum Islam dengan konteks sosial yang sedang dihadapi? Dalam 

perspektif hukum progresif,(B.S. & Hariyati, 2020) disparitas semacam ini memang bisa 

dipandang sebagai bentuk responsivitas hukum terhadap dinamika sosial. Namun, dalam 

perspektif kepastian hukum, hal ini justru bisa menciptakan kebingungan dan 

ketidakpastian bagi masyarakat pencari keadilan.(Nofitasari, 2021) 

Secara teoritis, ijtihad merupakan proses penalaran hukum yang dilakukan oleh 

ulama atau hakim dalam menentukan suatu hukum terhadap masalah yang tidak dijelaskan 

secara eksplisit dalam nash. Dalam konteks hukum waris, ijtihad dibutuhkan karena tidak 

semua kasus dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan pendekatan 

tekstual.(Taqiyuddin, 2020) Di sinilah peran teori istinbat hukum menjadi sangat penting, 

sebagai kerangka metodologis bagi hakim dalam menggali dan merumuskan hukum 

melalui pendekatan qiyas, istihsan, mashalih mursalah, maupun maqasid syariah. Namun, 

dalam praktiknya, tidak semua hakim memiliki pemahaman dan kapasitas yang sama 

dalam menggunakan metode istinbat hukum ini, sehingga menghasilkan variasi dalam 

putusan yang mereka buat.(Daud, 2022) 

Pentingnya penerapan teori istinbat hukum dalam proses pengambilan keputusan, 

fenomena disparitas putusan menjadi indikator adanya tantangan dalam harmonisasi 

pendekatan hukum oleh para hakim. Perbedaan tafsir terhadap teks hukum, metode 

istinbat yang digunakan, serta latar belakang sosial-budaya yang melingkupi hakim, 

semuanya berkontribusi terhadap inkonsistensi dalam putusan perkara waris. Oleh karena 

itu, penting dilakukan penelitian yang komprehensif dan kritis untuk mengkaji pola-pola 

putusan yang ada di pengadilan agama, serta menilai sejauh mana ijtihad hakim dilakukan 

secara konsisten dan berorientasi pada prinsip-prinsip keadilan substantif dalam Islam. 

Kajian ini menjadi sangat penting dalam konteks pembaruan hukum Islam di 

Indonesia. Di satu sisi, disparitas putusan mencerminkan fleksibilitas dan adaptabilitas 

hukum Islam terhadap realitas sosial. Namun di sisi lain, disparitas yang terlalu tajam 
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tanpa dasar metodologis yang kuat dapat merusak kepastian dan keadilan hukum. Oleh 

karena itu, melalui analisis ini, diharapkan akan ditemukan pola-pola ijtihad yang 

konsisten dan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam upaya pembinaan serta 

pengembangan kualitas hakim di pengadilan agama. Hasil dari penelitian ini diharapkan 

juga memberikan kontribusi nyata terhadap harmonisasi penerapan hukum Islam dalam 

konteks peradilan Indonesia yang majemuk secara sosial, budaya, dan agama. 

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji disparitas putusan dalam perkara 

kewarisan Islam. Penelitian Sarah(Qosim et al., 2022) tentang disparitas putusan terkait 

wasiat wajibah bagi anak angkat menemukan adanya variasi pertimbangan hakim dalam 

menentukan kedudukan hukum anak angkat dalam sistem kewarisan Islam, meskipun 

belum mengulas secara mendalam metode istinbat yang digunakan. Penelitian 

Tarmizi(Tarmizi, 2024) menyoroti faktor sosial dan rendahnya literasi hukum sebagai 

penyebab konflik serta inkonsistensi dalam pembagian warisan, namun kajiannya masih 

bersifat umum dan belum membandingkan praktik ijtihad antar lembaga peradilan secara 

spesifik. Sementara itu, Fatahullah(Fatahullah et al., 2023) dan tim menekankan 

pentingnya peran ijtihad dan pendekatan mediasi dalam penyelesaian sengketa waris, 

tetapi belum melakukan analisis komparatif berbasis teori istinbat antara dua pengadilan 

dengan karakter sosial berbeda. Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian terkait 

analisis komprehensif mengenai pola ijtihad hakim dan penerapan metode istinbat hukum 

dalam konteks geografis dan sosial yang berbeda secara langsung. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara 

mendalam pola ijtihad hakim dalam memutus perkara kewarisan Islam di Pengadilan 

Agama Palembang, mengidentifikasi faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya 

disparitas putusan, serta mengkaji bagaimana metode istinbat hukum pendekatan maqasid 

syariah diterapkan dalam pertimbangan hukum hakim. Melalui pendekatan komparatif 

serta analisis normatif dan empiris, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

kontribusi teoritis terhadap pengembangan studi hukum kewarisan Islam sekaligus 

kontribusi praktis dalam memperkuat konsistensi dan kualitas putusan hakim di 

lingkungan peradilan agama, sehingga tercapai keadilan substantif dan kepastian hukum 

bagi para pencari keadilan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan karakter kualitatif, 

yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis tetapi juga sebagai praktik yang 

diterapkan hakim dalam memutus perkara kewarisan. Fokus penelitian diarahkan pada 

analisis pola ijtihad dan disparitas putusan perkara waris di Pengadilan Agama Palembang 

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg terkait wasiat wajibah. Data primer diperoleh dari 

putusan perkara kewarisan yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan data sekunder 

berupa bahan hukum normatif yang terbatas pada Kompilasi Hukum Islam serta literatur 

mengenai maqashid syariah sebagai perspektif analitis. Teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan 

secara deskriptif analitis dengan menelaah pertimbangan hukum dalam perkara yang 
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sejenis untuk mengidentifikasi konsistensi penerapan Kompilasi Hukum Islam serta 

keselarasan putusan dengan prinsip maqashid syariah. Pendekatan ini bertujuan untuk 

menilai orientasi keadilan substantif dan kepastian hukum dalam praktik peradilan agama. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Disparitas Putusan Kewarisan Islam antara Pengadilan Agama Palembang terkait 

Wasiat Wajibah 

Disparitas putusan dalam perkara kewarisan Islam pada dasarnya merupakan 

konsekuensi logis dari ruang ijtihad yang masih terbuka dalam sistem hukum keluarga 

Islam di Indonesia. Meskipun Kompilasi Hukum Islam telah berfungsi sebagai pedoman 

normatif yang relatif komprehensif, praktik peradilan menunjukkan adanya variasi 

interpretasi, khususnya dalam penerapan Pasal 209 KHI mengenai wasiat wajibah bagi 

anak angkat. Dalam konteks Pengadilan Agama Palembang, isu ini menjadi menarik 

karena sejumlah putusan menunjukkan kecenderungan progresif dalam mengakomodasi 

kepentingan anak angkat melalui konstruksi wasiat wajibah yang berorientasi pada 

kemaslahatan, namun tetap berada dalam batas maksimal sepertiga harta peninggalan 

sebagaimana ditentukan norma. 

Secara normatif, Pasal 209 KHI merupakan bentuk rekayasa hukum (legal 

engineering) yang berupaya menjembatani ketegangan antara fiqh klasik dan kebutuhan 

sosial kontemporer. Dalam fiqh klasik, anak angkat tidak termasuk ahli waris karena tidak 

memiliki hubungan nasab dengan pewaris. Oleh karena itu, mekanisme yang tersedia 

untuk melindungi kepentingan ekonomi anak angkat hanyalah melalui hibah semasa hidup 

atau wasiat setelah pewaris meninggal dunia.(Arifin et al., 2022) KHI kemudian 

menginstitusionalisasikan konsep wasiat wajibah sebagai instrumen korektif agar anak 

angkat tetap memperoleh bagian tertentu, meskipun bukan sebagai ahli waris dalam 

pengertian nasab. Ketentuan ini mencerminkan orientasi perlindungan dan kemanfaatan, 

sekaligus menjaga prinsip-prinsip dasar syariah agar tidak terjadi pergeseran status hukum 

anak angkat menjadi ahli waris secara otomatis.(Nofitasari, 2021)  

Namun demikian, dalam praktik di Pengadilan Agama Palembang, pembacaan 

terhadap Pasal 209 KHI tidak selalu bersifat seragam. Variasi interpretasi muncul dalam 

hal penentuan besaran bagian, konstruksi argumentasi hukum, serta dasar pertimbangan 

filosofis yang digunakan hakim. Salah satu putusan yang kerap dijadikan rujukan adalah 

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg, yang menegaskan pemberian wasiat wajibah 

kepada anak angkat dengan pendekatan teleologis dan sosiologis.(Laili & Santoso, 2020) 

Dalam putusan tersebut, majelis hakim tidak hanya mendasarkan pertimbangannya pada 

teks Pasal 209 KHI secara gramatikal, tetapi juga mengaitkannya dengan tujuan 

perlindungan terhadap anak angkat yang secara faktual telah diasuh, dibiayai, dan 

diperlakukan layaknya anak kandung. Argumentasi ini memperlihatkan bahwa hakim 

melakukan pembacaan sistematis dan teleologis terhadap norma, sehingga wasiat wajibah 

dipahami sebagai instrumen keadilan substantif, bukan sekadar ketentuan 

administrative.(Batubara, 2024)  
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Variasi interpretasi tersebut menunjukkan adanya dinamika rechtvinding atau 

penemuan hukum dalam praktik peradilan. Hakim tidak hanya bertindak sebagai corong 

undang-undang, tetapi juga sebagai penafsir aktif yang mempertimbangkan konteks sosial 

dan kemanfaatan putusan. Dalam beberapa perkara, pendekatan interpretasi yang 

digunakan bersifat sistematis dengan menghubungkan Pasal 209 KHI dengan prinsip-

prinsip umum hukum Islam, termasuk perlindungan harta dan kemaslahatan 

keluarga.(Haenudin et al., 2025) Pada sisi lain, terdapat pula pendekatan yang lebih 

tekstual, di mana hakim membatasi pemberian wasiat wajibah secara ketat pada batas 

maksimal sepertiga tanpa memperluas objek atau menambahkan argumentasi sosial yang 

mendalam. Perbedaan ini menjadi sumber disparitas, meskipun secara normatif dasar 

hukumnya sama.(Laili & Santoso, 2020) 

Dalam perspektif metodologi interpretasi hukum, variasi tersebut dapat dijelaskan 

melalui penggunaan metode gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis oleh hakim. 

Metode gramatikal cenderung menghasilkan pembacaan literal terhadap Pasal 209 KHI, 

sedangkan metode teleologis membuka ruang bagi pertimbangan kemaslahatan dan 

keadilan substantif. Penelitian Batubara(Batubara, 2024) menegaskan bahwa keberagaman 

metodologi interpretasi ini memang dapat menghasilkan putusan berbeda dalam kasus 

yang serupa, terutama ketika norma memberikan ruang diskresi. Dalam konteks wasiat 

wajibah di Palembang, hakim tampak lebih sering menggabungkan pendekatan sistematis 

dan teleologis guna memastikan bahwa anak angkat tidak kehilangan perlindungan 

ekonomi, tanpa melanggar batasan syariah mengenai maksimal sepertiga harta. 

Di sisi lain, literatur juga menunjukkan adanya nuansa perdebatan mengenai 

cakupan objek wasiat wajibah. Apakah ketentuan Pasal 209 KHI hanya berlaku secara 

limitatif kepada anak angkat dan orang tua angkat, atau dapat diperluas melalui ijtihad 

kepada pihak lain dalam kondisi tertentu. Dalam praktik di Pengadilan Agama Palembang, 

kecenderungan yang tampak adalah tetap membatasi pada anak angkat sebagai objek 

utama, sehingga putusan tidak keluar dari koridor normatif KHI. Sikap ini menunjukkan 

upaya menjaga kepastian hukum sekaligus menghindari perluasan interpretasi yang 

berpotensi menimbulkan ketidakpastian baru.(Nofitasari, 2021) 

Disparitas juga dapat dilihat dari cara hakim menyeimbangkan antara kepastian 

hukum dan keadilan. Dalam beberapa putusan, argumentasi hakim menonjolkan 

pentingnya kepastian hukum agar tidak terjadi konflik berkepanjangan antar ahli waris. 

Namun dalam putusan lain, pertimbangan kemanfaatan dan kemaslahatan anak angkat 

lebih dikedepankan, terutama apabila terdapat bukti bahwa anak angkat telah 

berkontribusi dalam perawatan pewaris. Ketegangan antara dua nilai ini legal certainty dan 

substantive justice menjadi faktor utama yang memengaruhi variasi putusan.(Santoso & 

Arifin, 2020) 

Lebih jauh, praktik di Pengadilan Agama Palembang memperlihatkan bahwa wasiat 

wajibah tidak semata dipahami sebagai hak otomatis, melainkan sebagai instrumen 

korektif yang harus dipertimbangkan secara proporsional. Hakim tetap memperhitungkan 

keberadaan ahli waris sah lainnya, sehingga pemberian bagian kepada anak angkat tidak 

merugikan hak mereka secara tidak wajar. Pendekatan ini menunjukkan adanya kesadaran 
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untuk menjaga keseimbangan distribusi harta dan harmoni keluarga, yang sejalan dengan 

prinsip maqasid syariah dalam menjaga harta dan keturunan. 

Dengan demikian, disparitas putusan terkait wasiat wajibah di Pengadilan Agama 

Palembang bukanlah bentuk inkonsistensi yang semata-mata negatif, melainkan cerminan 

dinamika ijtihad dalam kerangka hukum positif yang terbuka terhadap interpretasi. Variasi 

tersebut lahir dari perbedaan metodologi interpretasi, sensitivitas sosial hakim, serta 

penekanan nilai antara kepastian hukum dan kemaslahatan. Selama putusan tetap berada 

dalam koridor Pasal 209 KHI dan tidak melampaui batas maksimal sepertiga harta, maka 

perbedaan tersebut dapat dipahami sebagai ekspresi diskresi yudisial yang sah dalam 

rangka mewujudkan keadilan substantif. 

Pada akhirnya, pembahasan ini menegaskan bahwa Pasal 209 KHI berfungsi sebagai 

norma yang relatif fleksibel dan adaptif, tetapi sekaligus membutuhkan konsistensi 

metodologis agar tidak menimbulkan ketidakpastian. Penguatan pedoman interpretasi dan 

peningkatan kualitas argumentasi hukum dalam putusan akan sangat menentukan arah 

perkembangan yurisprudensi wasiat wajibah di masa mendatang. Disparitas yang ada 

hendaknya dipahami sebagai ruang refleksi akademik dan perbaikan institusional, 

sehingga perlindungan hak anak angkat melalui wasiat. 

Mekanisme Harmonisasi dan Relevansi Pendekatan Maqasid Syariah 

Kompilasi Hukum Islam merupakan pilar utama dalam proses standardisasi hukum 

keluarga Islam di Indonesia. Kehadirannya bukan sekadar sebagai dokumen normatif, 

melainkan sebagai instrumen integratif yang menyatukan prinsip fiqh klasik dengan 

kebutuhan hukum nasional modern.(Jauhari, 2024) Dalam konteks kewarisan, 

perkawinan, wasiat, dan hak asuh, Kompilasi Hukum Islam berfungsi sebagai kerangka 

rujukan nasional yang memberikan arah bagi hakim Pengadilan Agama agar putusan yang 

dihasilkan memiliki konsistensi dan kepastian hukum yang relatif seragam di seluruh 

wilayah Indonesia.(Siregar & Suparsetyani, 2019) Fungsi ini lahir dari kebutuhan historis 

untuk mengharmonisasi keragaman mazhab fiqh dan variasi praktik lokal yang 

sebelumnya berpotensi menimbulkan disparitas putusan. Oleh karena itu, standardisasi 

melalui Kompilasi Hukum Islam merupakan respons terhadap kebutuhan sistemik akan 

kesatuan interpretasi dan konsistensi yurisprudensi.(Hariati, 2025) 

Secara historis dan normatif, Kompilasi Hukum Islam tidak berdiri sebagai undang 

undang dalam pengertian formal, melainkan sebagai hasil ijtihad kolektif ulama Indonesia 

yang dilembagakan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Meskipun demikian, 

dalam praktik peradilan agama, kedudukannya memiliki daya ikat yang kuat karena 

dijadikan sebagai sumber hukum operasional oleh hakim dalam memutus perkara 

syariah.(Nasution et al., 2025) Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam berfungsi 

sebagai payung normatif yang mengisi ruang kosong antara teks fiqh klasik dan kebutuhan 

hukum positif nasional. Fungsi ini memungkinkan hakim untuk menghindari fragmentasi 

mazhab dan perbedaan regional yang terlalu tajam, sehingga arah putusan dapat lebih 

terkendali dan terstruktur.(Wirastri & Huis, 2024) 

Dalam konteks kewarisan dan wasiat wajibah, fungsi standardisasi Kompilasi 

Hukum Islam tampak jelas pada perumusan Pasal 209 yang memberikan batasan objek 
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dan proporsi bagian yang dapat diberikan kepada anak angkat. Norma tersebut tidak hanya 

berfungsi sebagai pengaturan teknis, tetapi juga sebagai mekanisme harmonisasi agar 

pemberian wasiat wajibah tidak menimbulkan konflik dengan prinsip dasar hukum waris 

Islam. Penelitian normatif menunjukkan bahwa formulasi ini mencerminkan 

keseimbangan antara perlindungan hak anak angkat dan kepastian hukum nasional, 

meskipun tetap membuka ruang interpretasi pada tingkat penerapan.(Haenudin et al., 

2025) 

Mekanisme harmonisasi tidak berhenti pada keberadaan Kompilasi Hukum Islam 

sebagai teks normatif. Peran lembaga yudisial, khususnya Mahkamah Agung, menjadi 

krusial dalam memastikan bahwa fungsi standardisasi berjalan efektif. Melalui putusan 

kasasi, pedoman teknis, serta pembinaan hakim, Mahkamah Agung berperan dalam 

membentuk pola interpretasi yang dapat dijadikan rujukan nasional. Harmonisasi ini 

diperlukan untuk mengurangi inkonsistensi akibat keragaman mazhab, latar belakang 

pendidikan hakim, dan variasi budaya lokal. Dengan adanya pola keputusan kasasi yang 

konsisten, Pengadilan Agama di berbagai wilayah memperoleh arah interpretatif yang 

lebih jelas.(Batubara, 2024) 

Lebih lanjut, harmonisasi juga memerlukan pengembangan pedoman interpretasi 

yang sinkron antara Kompilasi Hukum Islam dan instrumen hukum nasional lainnya. 

Koordinasi antara Mahkamah Agung, Pengadilan Agama, serta kementerian terkait 

menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa standardisasi tidak berhenti pada 

tataran normatif, melainkan terimplementasi dalam praktik sehari hari. Studi mengenai 

harmonisasi hukum keluarga Islam menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi 

hakim agar metodologi interpretasi yang digunakan memiliki keseragaman dasar, 

meskipun tetap membuka ruang ijtihad kontekstual.(Jauhari, 2024) 

Di samping mekanisme institusional tersebut, relevansi pendekatan maqasid syariah 

menjadi dimensi substantif yang memperkuat proses harmonisasi. Maqasid syariah 

memberikan orientasi tujuan dalam penerapan norma, sehingga hakim tidak terjebak pada 

pembacaan tekstual semata. Dalam konteks kewarisan dan wasiat wajibah, pendekatan 

maqasid memungkinkan pertimbangan terhadap perlindungan harta, perlindungan 

keturunan, dan kemaslahatan keluarga secara lebih komprehensif. Dengan demikian, 

harmonisasi tidak hanya dimaknai sebagai keseragaman prosedural, tetapi juga sebagai 

keselarasan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.(Salima & Safudin, 2021) 

Pendekatan maqasid syariah juga berfungsi sebagai jembatan antara pluralisme 

mazhab dan kebutuhan nasional akan kesatuan hukum. Ketika terdapat perbedaan 

pandangan fiqh, maqasid dapat menjadi titik temu karena berorientasi pada tujuan syariah 

yang bersifat universal. Dengan menjadikan kemaslahatan sebagai parameter evaluasi, 

hakim dapat menilai dampak sosial dan ekonomi dari putusan yang dijatuhkan. 

Pendekatan ini selaras dengan kebutuhan harmonisasi karena memberikan kerangka nilai 

yang relatif stabil di tengah variasi interpretasi teknis.(Jauhari, 2024) 

Namun demikian, proses harmonisasi berbasis maqasid juga menghadapi tantangan. 

Salah satu potensi konflik adalah ketegangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas 

interpretasi.(Haenudin et al., 2025) Jika maqasid digunakan tanpa kerangka metodologis 
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yang jelas, terdapat risiko subjektivitas dalam menilai kemaslahatan. Oleh karena itu, 

beberapa kajian merekomendasikan evaluasi berkelanjutan terhadap pedoman teknis serta 

penguatan kapasitas hakim dalam memahami metodologi maqasid secara sistematis. 

Harmonisasi yang efektif mensyaratkan keseimbangan antara teks normatif Kompilasi 

Hukum Islam dan tujuan syariah yang lebih luas.(Salima & Safudin, 2021) 

Tantangan implementasi lainnya meliputi variasi kapasitas hakim, perbedaan akses 

terhadap literatur hukum, serta keterbatasan sumber daya lembaga peradilan. Dalam 

konteks ini, program pelatihan berkelanjutan dan forum koordinasi yurisprudensi menjadi 

sangat penting. Edukasi publik mengenai hak hak waris, hibah, dan wasiat wajibah juga 

berperan dalam mendukung standardisasi karena masyarakat yang memahami prosedur 

hukum cenderung lebih menerima putusan yang konsisten dan berbasis norma.(Wirastri & 

Huis, 2024) 

Dengan demikian, mekanisme harmonisasi melalui Kompilasi Hukum Islam dan 

peran Mahkamah Agung harus dipahami sebagai proses yang berkelanjutan. Standardisasi 

bukan berarti menghilangkan ruang ijtihad, melainkan mengarahkannya agar tetap berada 

dalam kerangka normatif yang jelas dan tujuan syariah yang terukur. Pendekatan maqasid 

syariah memberikan legitimasi substantif terhadap upaya tersebut karena ia memastikan 

bahwa kepastian hukum tidak mengorbankan nilai keadilan dan kemanfaatan. 

Pada akhirnya, harmonisasi hukum keluarga Islam di Indonesia memerlukan sinergi 

antara norma tertulis, pedoman teknis yudisial, pembinaan hakim, serta internalisasi nilai 

maqasid dalam setiap pertimbangan hukum. Kompilasi Hukum Islam menjadi fondasi 

normatif, Mahkamah Agung menjadi pengarah institusional, dan maqasid syariah menjadi 

kompas moral yang menuntun tercapainya keadilan substantif. Dengan kombinasi 

tersebut, sistem peradilan agama dapat bergerak menuju konsistensi nasional tanpa 

meniadakan pluralisme hukum yang menjadi karakter khas hukum keluarga Islam di 

Indonesia.(Nasution et al., 2025) 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa disparitas putusan kewarisan Islam di lingkungan 

peradilan agama berkaitan erat dengan perbedaan pola ijtihad hakim dalam memahami 

dan menerapkan Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan tersebut tercermin dalam variasi 

metode istinbat yang digunakan, baik yang berorientasi pada pendekatan tekstual maupun 

yang menekankan pertimbangan kemaslahatan melalui perspektif maqashid syariah. 

Disparitas pada dasarnya dapat dipahami sebagai bentuk dinamika ijtihad yang responsif 

terhadap konteks sosial, namun tanpa landasan metodologis yang sistematis, kondisi 

tersebut berpotensi melemahkan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan 

integrasi antara norma Kompilasi Hukum Islam dan pendekatan maqashid syariah secara 

konsisten agar ijtihad hakim tetap adaptif sekaligus menjaga prinsip keadilan substantif 

dan keseragaman penerapan hukum. 
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